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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis tetah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

_ umur 25 tghun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan |, tempat kediaman di
Karangteja RT.001 RW. 007 Kelurahan Sukalaksana
Kecamatan Bungursari Kota Taskmalaya, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Asep iwan Ristiawan, SH dan
Hendarmana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang
mengambil domisili di Perum Baitut Marhamah 2 Biok E.6 Kota
Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuazsa Khusus tanggatb 01
November 2017 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalays dengan Register Nomor:
1971/Reg K/2017/PA.Tmk. tanggal 10 November 2017,
salanjuinya disebut sebagai Pemohon;

melawan

_ umur 28 tahun, agama lIslam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, pendidikan  tempat kediaman dahulu
di Karangteja RT.001 RW. 007 Kelurahan Suksalaksana
Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Tetah mendengar Kketerangan Pemohon serta memeriksa bukfi-buidi  di

persidangan:
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemchon dengan surat permohonannya tanggal 03 Nopember

2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1720/Pdt.G/2017/PA Tmk, tanggal 10 Nopember 2017, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Pada hari Rabu tanggal
19 Januari 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sepatan Kota Tanggerang Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dalam
Kutipan Akta Nikah No: 0121/121/1/2011 Tertanggal 19 Januari 2011
Bahwa setelah menikah Pemohen dengan Termohon tinggal di Karangteja
RT. 001 RW. 007 Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari Kotz Tasikmalaya dan
pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, teiah bergaul
layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan 1 {satu} orang anak;
Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon semula harmonis,
namun seiak sekitar akhir tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan
Termohen mulai retak, yang timbut karena sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan;

Bahwa sebab fterjadinya persefisihan dan perlengkaran tersebut
dikarenakan Termohonh sudah tidak mentaati dan menghargai pemochon
sebagai suami dan kepala rumah tangga (Nusyuz) dan patut diduga
mempunyai pria lain {selingkuh), sehingga pemohon tidak menerima dengan
keadaan tersebut;

Bahwa, pada puncaknya akibat sering terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tfersebut sejak kurang lebih sekitar Oktober tahun 2012
termchon pergi dari rumah tanpa sefjin dan sepengetahuan pemohon,
sehingga menyebabkan pisah selama Kurang Lebih 5 (fima) tahun lamanye;
Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemchon
dengan Termohon telah diupayakan musyawarah namun usaha tersebut
tidak berhasil

. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termochon sudah

tdak dapat dipsrtahankan tagi dan sudah tidek ada harapan berumah
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tangga dengan tentram dan damai sehingga tujuan perkawinan yaitu
membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud, maka Pemohon
barketelapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dan
terbaik dari semua pilihan yang ada ,

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya
bagi pemohon uniuk mengajukan perceraian ini difke pengadilan agama
kota tasikmalaya.

Maka berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth, Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut
da. Mengabulkan Permchonan Pemaohon;

h. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon_

_ Untuk Menjatuhkan Thalak Satu Rsgji Yang Ke Satu
Terhadap Termohon (I G

¢. Menetapkan Biaya Menurut Hukum:

Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa dalam perkara aguo, Pemohon tglah menguasakan kepada
kuasa hukum Asep lwan Ristiawan, SH dan Hendarmana, SH, Advokat dan
Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perurmn Baitul Marhamah 2 Blok
E.6 Kotz Taskmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
dengan Reagister Nomor 1871/Reg. K/2017/PA. Tmk. tanggal 10 November
2017

Bahwa, Majefis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut
diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) vang
bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang ieiah ditetapkan Pemchon tefah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang iain untuk menghadap sebagai
wakifkuasa tukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui
Radio Siaran Pemeriniah Daerah (RSPD)} Kota Tasikmalaya sebagaimana
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

relaas Nomor 1720/Pdt./2017/PA. Tmk tanggal 17 Nopember 2017 dan 19
Desember 2017 yang dibacakan di dalam sideng, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim tefah menasehati Pemohon melalui Kuasanya
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon
tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termaohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggd secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permgchonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permchonan Pemohon  telah
mengajukan atat-alat bukti berupa:

A Surat:

a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nam
B (P<mchon) Nomo Tanggal 25-12-

2012 yang dikeluarkan akeh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, 1alu oleh ¥etua Majelis diberi tanda P.1:

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/121/i/2011 Tanggal 19
Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sepatan Kota Tanggerang Banten, Bukti surat tersebut telah ciberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesyai, [alu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. _ umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
IRT, tempat kegiaman di Kp. Karangteja RT 01 RW 07, Kelurahan
Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemchon dan Termohon dan  memilik]
hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemchon dan Termohon menikah pada
19 Januari 2011,

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Bomor @ 17 20/Pdt G201 7/FA |mK.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan  Termchon
dikaruniai 1 orang anak:

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang
lebih sejak akhir tahun 2011, sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkararn,

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut sering dilihat dan didengar langsung;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemochon dan Termohon disebabkan
karena Termohon sudah tidak menaati dan menghargai Pemohon
sebagai suami dan kepala rumah tangga (Nusyuz) dan patut diduga
mempunyai pria lain  (selingkuh), sehingga Pemohon tidak
menerima dengan keadaan tersabut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termchon sudah
pisah rumah sejak kurang lebih lima tahun sampai dengan
sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, bak saksi maupun pihak keluarga sudah berusahsa
merukunkan Pemohan dan Tarmahon akan tetapi tidak berhasii;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah fidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih bakk bercerai;

2 _umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT,
tempat kediaman di Kp. Karangteja RT 0t RW 07, Kelurahan

Sukalaksana, Kecamatan Bungursar, Kota Tasikmalaya, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon;

- Bahwa, szksi mengetahui Pemohon dan Termohen adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada 19 Januari 2011:

- Bahwa, saksi mengetahui gari perkawinan Pemahon dan Termohon
dikaruniai 1 orang anak;
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- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran kurang lebih enam tahun yang mengakibatikan antara
Pemohon dan Termohen sudah pisah rumah sejak kurang lebih
tahun 2012 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Pemchon dan Termchon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
tersebut sering dilihat dan didengar langsung

- Bahwa, saks! mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Pemohon dan Termohon disababkan karena Termohon sudah tidak
menaati dan menghargai Pemchon sebagai suami dan kepala
rumab tangga (Nusyuz} dan patut diduga mempunyai pria lain
{selingkuh), sehingga Pemchon tidak menerima dengan keadaan
tersebut

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendsmaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termahon akan tetani tidak berhasil,

- Bahwa, saksi sudzah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai

Bahwa Kuasa Pemghon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Pemohon;

Selanjuinya uniuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Merimbang, bahwa maksud dan tujuan permchonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim teiah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 01 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Register Nomor
1971/Reg K/2017/PA Tmk. tanggal 10 November 2017, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor
6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majetis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut melaii Radio Siaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalays,
tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termchon yang dipanggil secara resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
kermohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina
rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh
karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan
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Disclaimer
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para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat {2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, cleh karsna itu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalii-dalil permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemaohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegeln dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemghen,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukii tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurma dan mengikat (volledig en bindende bowifskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 {Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegeln dan cocck
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon
dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan katentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serias
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat (vofledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemenintah Nomor 9 Tahun 1875 Majelis Hakim periu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dergan suami
isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran anrtara Pemohan dan
Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohcn sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
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t Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan sakst 1 Pemchon mengenal hubungan
Pemchon dan Termohon serta mengenai keadaan ruman tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuklikan oleh Pemochon, oleh karena iu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukhi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat
Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemochon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemaohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung sebanyak ...
kali

tidak pernah dilihat langsung, akan tetapi diketahui hal tersebut dari
pengaduan Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemchon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana tetah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan
saksi tersebut memiiki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara sak: dengan yang fain oleh karena itu
keterangan dua arang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pamohon, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

t. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama !slam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah ota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor @ 1720/RdG/2017/PA k.
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L% ]

[ ]

Bahwa saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya dan pihak
Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa FPemohon dan Termohon menupakan suami isteri yang menikah
pada fanggal 19 Januari 2011 di Kecamatan Sepatan Kota Tanggerang
Banten;
Bahwa pada mulanyz rumah tangga Pamahon dan Termohon rukun dan
dikaruniai 1 orang anak
Bahwa rumah tangga Pemchon dengan Termohon sejak akhir tahun 2011
hingga saat ini sudah fidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
Bahwa perselisinan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termchon sudah tidak menaati dan menghargai
Pemohon sebagal suami dan kepala rumah tangga (Nusyuz) dan patut
diduga mempunyai pria lain (selingkuh), sehingga Pemohon tidak
menerima dengan keadaan terssbut;
Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih lima tahun dan
selama ity pula keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isten;
Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Pemohan dan Termohen sudah berusaha menasehati Pemohon dan
Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohan dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemaonon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon
dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon
dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah
tangga,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakia hukum sebagai berikut:
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1.  Bahwa Pemghon dan Termochon beragama lIslam dan Termahon
bertempat tinggal di wilayah yuridksi Pengadilan Agama Kota
Tasimalaya;

2, Bahwa kediaman Termohon tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di
wifayah Republik Indonesia;

L)

Bahwa Pemochon dengan Termchon adalah pasangan suami isteri yang

sah;

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termahon sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus:

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pamohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, rumah tangga Pemchon dan Termohon telah pecah (marriage
breakdown) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onhee! baar
weespalt);

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakia hukum diatas majelis dapat
mengkonstituir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemochon dan Termchon beragamz islam dan Termohon
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat {1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomoer 50 Tahun 2009, jo, Pasal 62 ayat
{1} Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1) Kompilasi Hukum
tslam, perkara ini merupakan kompetensi refatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

2. Bahwa tempat kediaman Termohon tidak jelas dan tidak diketahui dengan

pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal

27 ayat {1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1975, Relaas Panggian
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Termohon dilaksanskan dengan cara diumumkan melalui mass media
sebanyak 2 kalt dengan tenggang waktu satu buian antara pengumuman
pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2
bulan setelah panggitan terakhir;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isterd yang sah dan
belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai
hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa
perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicia), dan perkara ini
menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
tedah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus:

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi Pemchen menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Termohon;

Bahwa, rumab tangga Pemohon dan Termchon sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespaf), sehingga fujuan
pernikehan untuk membina Kkeluarga sakinah, mawadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran
Surat ar Rum {30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, pasdahal menclak mafsadat diutamakan daripada
mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Figivah;

mliaal) Cada o atia Sobbal) 5,0

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambif kebaikarr

Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termchon sudah tidak rukurn,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan gkan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
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hukum tersebut telabh memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1¢ huruf {f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 118 huruf () Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan
Pemohon patut untuk dikabulkan:

9 Bahwa alasan perceraian Pemchen tidak disebabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (crirechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR permehanan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul}, dan berdasarkan
catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemchon dan Termochon belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Temmohon yang akan
dijatuhkan adatah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118
Komgilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permchonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohcn untuk menjatuhkan talak satu
rajt terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadian Agema Kota
Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talzk yang dijatubkan oteh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilama mana masa iddsh telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
mzaka berdasarkan Pasal 89 ayat {1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1688
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoar 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200¢ tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Permohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pakoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat. semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek :

vember i kspaca Peronor
untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon || EGN

_di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 6 Rajab 1439 Hijnyah, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., MH.
sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I,
M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri cleh Kuasa
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
|IIIII \}}&j vl !

Lia Yyliasih, S.Ag. * Supian Daeldni, S.Ag., M.H.
H'a#'iirn Anggota

Asep Ridwan Hotoya, 5.H.1., M:Ag.
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Panitera Pengganti

AN |

—

Ervina Oktrigni, S.H

Perincian Biaya;
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50,000, -
3. Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Radaksi : Rp. 5.000, -
3. Materai : Rp. 6.000 -

Jumiah Rp. 316.000-

{tiga ratus enam belas ribu rupiah)
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